
BUPATI BUOL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BI.AYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daeralr,
maka diperlukan upaya untuk menggali sumber-sumber
pendapatan asli daerah guna membiayai kelancaran
penyelenggaxaan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan ;

b. bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Cacatan Sipil adalah merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten guna lebih
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian daerah dengan prinsip dernokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah
yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. UndanyUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 1 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2OOO tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Neg,ara



Republik lndonesia Tahun 20O0 Nomor 78' Tambahan

t eittrran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemeri-ntahan Daerah (kmbaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125' Tambahan

Gmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

setagaimana letah Oir.,Ua.ft beberapa kali terakhir
a;;;; Undang-undans Nomor .12 -14"tt 2008

tentlang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tihun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republii< Indonesia Tahun 2008

ilorno, 59, famUafran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Admini-strasi Kependudukan (Lembaran Negara

iepublik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak

Daerah- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OI1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

ilo-ot 82, famOatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatanlnsentif
Pemungutan Pajat Daera-h dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 516l);

10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentalg
Urusan Pemerintah Kabupaten Buol (Lembaral Daerah
Nomor 0l Tahun 2008);

11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten BuoI Nomor 05 Tahun 2O09);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BTAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daenah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buoi.

4. Pemerinta-han Daerah adaiah Penyelenggaraarl urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dart
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibiCang
Pajak Daerah sesuai dengan peraturan Pe rundalSundalgal yang
berlaku.

6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kas
Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disedial<an dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan Orang Fribadi atau Badan.

8. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinery'a tertentu da-lam mela]<sanakan pemungutan Retribusi.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribu si yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

10. Camat adalah Pejabat yang memimpin Kecamatan yang diangkat oleh
Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selaljutnya disebut desa
adalal kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat



setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daeralt
Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatal penataan dan
penertiban da-lam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan
melalui PendaJtaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.

15. Warga Negara Indonesia adalah ortrng-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkandengan undang-undang sebagai
warga Negara Indonesia.

16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

17. Penduduk sementara adalah orang Asing yang berdiam sementa-ra
dalam Republik Indonesia.

18. Keluatga adalah Suami, Istri, alak-anak yang belum kawin termaksud
anak tiri, anal< angkat, orang tua/mertua, kalek, nenek dan mereka
yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga
yang tinggal satu rumah.

19. Kepala Keluarga adalah:

a. Orang yang ditunjuk melalui kesepakatan keluarga tersebut untuk
menjadi Kepala Keluarga.

b. Janda atau istri yang pisah tinggal dengan suami dengan tidak
memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang
bertempat tinggal dengan anak-analnya.

c. Orang yang bertempat tinggal dan atau bertempat tinggal bersama -
sama dengan orang yang bukan keluarganya.

d. Kepala asrama/rumah yatim piatu.

20. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu
Keluarga.

21. Dokumen Kependudukan ada-lah dokumen resmi yang diterbitkan oieh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat
bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk
dan Pencatatan Sipil.

22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan
Pencatatan Sipil.

23. Penda-ftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan
Penduduk renta-n Administrasi Kependudukan sefta penerbitan
Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan
kependudukan.

24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibit terhadap penerbitar, ""ta,,
perubahal Kartu Keluarga, Kartu Tanda pendudul ian/atau surat
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keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahal
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap'

25. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

26.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yaxg melakukan pencatatan
Peristiwa Penting yang dialarni seseorang pada Instansi Pelaksana yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundr:dxg-
undangan.

27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinal, perceraian, pengakuan
anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarganegaraan.

28.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang
Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundangundangan.

29.121n Tinggat Tetap adaiah izin tinggal yang diberikan kepada Orang
Asing untuk tinggal rne netap di wilayah Negara Kesatuan Repubiik
Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

30. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipii yang diberi tugas dan
tanggung jawab memberikan pelayanan . pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan daa penyajian
Data Kependudukan di desa/ kelurahan.

31. Sistem Informasi'Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat
SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkal teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasr
administrasi kependudukal di tingkat Penyelenggara dan Instansr
Pelaksana sebagai satu kesatuan.

32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

33. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana,

34. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang .melakukan pencatatan
peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksanan
yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

35. Akta catatan sipil adalah Dokumen Negara yang berisi catatan yang
autentik dan lengkap tentang peristiwa kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan alak
sebagai penetapan hukum keperdataan terhadap peristiwa tersebut.

36. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank
Presepsi yang di tunjuk.

37. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus
Penerima pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Buol.

38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daera} dengan
nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Pepkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
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sosial Politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak inve stasi
kolektif dan bentuk badan usaha tetap.

39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah punguta-n

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusuJ disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan'

40. Jasa adatah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

41. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerinta-h Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh Oralg Pribadi atau Badan.

a2. wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.

43, Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telalt
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan
SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutarig.

46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketatapan Retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi
adminstratif berupa bunga dan/atau denda.

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan
Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangal Perpaja_kan
Daerah.

49. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri
Sipil yang selanju tnya disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
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BAB II

NAMA, OEUEK DAN SU&IEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Jr"-nr.t"-C"iatan sipil, diplngut Retribusi atas pelayanan

Akta Catatan SiPil.

Penduduk
Pemberian

Pasal 3

(i) Objek Retribusi Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

adalah Pelayanan "il ;;t"" 
"lpit 

ytttg meliputi akta perkawinan dart

akta Perceraian.
(2) Dikecuaiikan dari objek Retribu.si sebagaimana dimana pada ayat (1)

adalal Pelayanan Vang diberikan atas penerbital Kartu Tanda

Penduduk, lcartu reierdgan eertempat-TingSal' Kartu ldentitas ferja'
Kartu Penduduk Semeniara, Kartu Identitas Penduduk Musiman'

r<"rtu f.tlrutg , Alrta Kelahiran, Akta Pengesah"o ^gttt -fen8sfuan
Rnal, ama Ganti Nama bagi Warga Negara Asing' dan Akta Kematia-n'

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi. yat-rg mendapatkan d111atau

mehperoleh pelayanan ""U"g"i;"o" 
dimakiud dalam Pasal 3 ayat (1)'

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu -Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum'

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Biaya Cetak dan Biaya

adriinistrasi Kewarganega.raan, Subyek Retribusi dan Jenis Pelayanan '

BAB V

PRINSIPYANG DIANUT DAI,AM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran daiam penetapan struktur dan besarnya tarif' ' Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut'

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

I
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BAB VI

STRUKTUR DAN BESARMA TARIF RETRIBUSI

Pasa-l 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Penggantian biaya cetak pencatatan dan penerbitan kutipan

Perkawinan, meliputi:

1' wNI: Rp' l2''ooo/oranga) di dalam Kantor
b) di luar Kantor Rp' 150'000/orang

2. WNA:- a ai daiam Kantor Rp' 150'000/orang

li ai rn^. Kantor Rp' 175'Oo0/orang

"i bi"y" Kutipan Akta Perkawinan kedua
dan seterusnYa untuk WNA (satu set

untuk suami dan isteri RP' 150'OO0

b. bagr pencacatan perkawinan yang melebihi.jalgka waktu 1 (satu) bulart

sej-ak' pengesahan perkawinan dikenakan biaya:

1. WN]:
d di dalam Kantor
b) di luar Kantor

2. WNA:
d di dalam Kantor
b) di luar Kantor
ci Salinan Pencatatan Akta Perkawinan

c. Penggantian biaya cetak pencatatan dan
Perceraian, meliPuti:
a) WNI, dalam Kantor

b) WNA, di dalam Kantor

1. WNI, dalam Kantor

2. WNA, dalam Kantor

Rp. 150.000/orang
Rp. 2O0.OOO/orang

Rp. 200.000/orarg
Rp. 250.000/orang
Rp.2OO.OO0

penerbitan kutiPan Akta

Rp. 4OO.0OO/orang

Rp. 450.000/orang

Rp. 450.000/orang

Rp. 500.000/orang

d. bagi pencacatan perceraiaa yang melebihi jangka waktu-]^!:i:") llt-""
sejik' pengesahan perceraian menurut agama dikena-kan Dtaya'

meliputi:

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten Buol'

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
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Ql Tata cara pelaksalaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengal

Peraturan Bupati'

BAB IX

IATA CARA PEMBAYARAN

Pasai l1

(,)pembayar""_':,*l:l*il%liJ$:il:,ffi ;,9,'HeL;'Iil-i'ilabe,as)
{21 Retribusi Yang ternut''' ;X'G;'oit.iuitt aottva srno d31 sJR?^-^

(3) Ketentuan lebih lanjui mengenai tttt-11l. Dembayaran' penyetora!'

tempat pembayaran, tg"'-"it. dan penundaan pembayaran Retribusi

Ai"t-"t 4."g"" Peraturan BuPati'

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

(1) Dafam hal wajib retribusi tertentu. tidak membayar tepat pada

waktunya "..,, *t"ilg";;*t"ayli; dikenakan sanksi administratif

berupa bunga sebesa-r io/' 1du^persen) setiao bulan dari retribusi yang

terutang y*g oo&-"'i"--rti'i"tg' dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRII '
(21 Penaeihan retrlbusl terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

' ' didahului dengan Surat Teguran '

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pengeluaran Surat Teguren atau p:tngatan atau surat lain yang

sejenis sebagar .*J- iitta"gtt plurtsanaan penagihan Retribusi

aiiiefuatt"tt z 1t"ir'rrt1 hari setelah jatuh tempo pembayaran' 
.

tzi iJ"-l"tgt"'-ir.t.i i-lt":"ttt hari setelatr w4jib Retribusi menedrna

surat teguran atau peringatall -atau surat lain yang sejenis' wajib

retribusi harus melunasi retribusi terutang'
(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang seJems

'"'"J"g.m?"a dimaksud paaa ayit (1) dikeluarkan oleh pejabat yang

ditunjuk.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 14

(l)wajibRetribusidapatmengajukankeberatankepadaBupatiatau' 'pe;atat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi



tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya s6fagaimsl51 dimaksud pada ayat (3)

adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penegthan Retribusi.

Pasal 15

{1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam} bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatal
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Kepu.tusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau mena,rnbah besarnya Retribusi yang
terutang.

(4) Apabila jargka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telalr lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

{1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebrgran atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan untuk paling lama 12
(dua belas) bulal.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati'

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan da-lam jangka wal<tu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu utang Retribusi
tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling larrta2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.
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(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah' ' 
lewaf 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 27o

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
Retribusi.

(7\ Tat^ cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIFIAN

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa
setelah melampaui waltu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
{3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurui b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pepbayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasa,l 19

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagh lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutatrg Retribusi
Kabupaten Buol yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1).

{3} Tata cara penghapusan piutang Retribu si yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan BuPati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 20

(i) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat dibert
Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentri.
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(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melatui Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan.

Pasa-l 21

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila
mencapai kinerja tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk meningkatkan:
a. kinela Instansi;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
c. pendapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah
mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk
triwu lan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 22

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran lnsentif

Pasal 23

(l) Besarnya Insentif ditetapkan 5o/o (lima perseratus)dari rencana
penerimaan Retribusi dalam tahun anggara-n berkenaan untuk
Retribusi Penggantian Biaya Cetal Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil.

{2} Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
berkenaan.

Pasal 24

(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2oayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya
dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun
anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
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a. di bawah Rp. 1o0.oo0.ooo,oo (seratus juta rupiah), paling tinggi 1* 
GJ;J tari eiji pokok dar tunjangan vang melekat;

b. ip. 10O.OOO.0OO,OO (seratus juta -rupiah) sampai .dengan Rp
"' 

zi%.Obir.oil-o,00 (d;; ra:tus lima'puluh jirta rupiah), paling tinggi 2

lO""i f.rfi gaji pokotr dan tunjangan yarlg melekat;

". ii .t"" Rp. 25O.OO0.OOO,O0 (dua ratus iima puluh juta.rupiah)'
- 

sampal dengan np.SOO.OfiO'OCiO,O0 1ti*t ratus juta rupiah)' paling

tinggi 3 (tigal kaf gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

d. di atas np. soo.ooo-.0b0,00 (lima ratus juta rupiah), paling tinggi 4
- 

G-p"t) kali gaji pokok dan tunjangan yartg melekat'

(2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan
-'"JU"g"i-*a dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih' harus

diset"orkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah'

Pasai 25

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana 
- 
dimaksud dalam Pasal 20

avat (21dan besarnya p"tttb"y-'o Inientif sebagaimana dimaksud dalam

Fl"Jz'S ayat (1) aitltaptan dengan Keputusan Bupati'

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

(11 Peiabat Pesawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah. lagraft''';ii;;- *.'..tt."g "khusus sebagai penyidik untuk melakukan

pl"yiaif.", tindat pidana dibidang Retribrisi Daerah sebagaimana

iim"at<sua dahm Undang-Undang Hukum Acara Pidana'

tzlpenvioit sebagaimana a'imat sudpada avai (1l {"r"hii*i'J:91T"' ' ,t.giti sipil teitentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

ote'n peiiUat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(3) iv;;;;penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah :

a. Menerima, mencari inengumpulkan dan meneliti atau laporan

berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi. Daerah agar

keterangan atJu lapran tersebut menjadi lengkap dan jelas'

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenpr, orang- 
piiU.ai atau Badan tentang kebenaran- perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengzrr tindak pidana Retribusi Daerah'

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah'
d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah'
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaal terhadap bahan bukti tersebut'

f. Meminta bantuan tenaga ahlidalam rangka pelaksanaan dalam
tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah'

g. M&yuruh berhenti atau mela-rang seseorarg meninggalkan ruang
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawah
sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
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h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah.
Memanggil seseora,ng untuk mendengar keterangan dan diperiksa
sebagai tersaxgka atau saksi.
Menghentikan penyidikan.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimala dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaart
negara.

BAB XVII
KETENTUAN I,AIN-I,AIN

Pasa-l 28

(1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
i2) eeninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Penetapa! tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai pelalsanaaan Peraturan Daerah ini sudah
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasa-l 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor
36 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten BuoI

J.
k.

dapat dipertanggu ngi awabkan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada
penuntut umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
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F

Tahun 2002 Nomor 36 Seri C Nomor 19), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor o7 Tahun 2008 tentang Perubahan^Atas
pera:turan Daerah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta catata-n sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar settap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
pJraturan Daeratr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Buoi.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 10 SePtember 2012

BUPATI BUOL

ttd

AMR.AI{ IT.A. BATALIPU

pada tanggal 10 Feptember 2012

RASYID

Diundangkan di Buol

TEMBARAN DAERAH KAEUPA?EN BUOt TAHUN 2012 NOMOR 09
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